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Abstract  
 
The Malacca Strait, which has always been the world's most strategic trade route, has become the most 
frequently traversed by international ships. The potential for environmental pollution in the Malacca Strait is 
also very large, especially pollution from ship waste in the form of liquid waste (water ballasts and hazardous 
toxic materials, or B3 liquid waste) and garbage from disposal during illegal shipwashing. Bintan Island, which 
is located close to the Malacca Strait, is one of the islands affected by foreign ship dumping which avoids 
sanctions throughout Indonesia such as Malaysia and Singapore which require every incoming vessel to be 
clean of waste. Regulations made by the Singapore government regarding the inspection of the ships of each 
ship resulted in the act of washing ships in the Malacca Strait. Cleaning and washing tanks and ships in 
inappropriate areas can result in environmental pollution caused by wastewater in the form of water, oil and 
plastic waste that is very damaging to the environment. The establishment of a special zone for ships carrying 
out ship cleaning activities as well as anchored anchor locations can reduce environmental damage in the 
Malacca Strait. This study uses a qualitative method using an environmental approach to see how environmental 
problems caused by ships cause cross-border problems that threaten ecosystems in the Malacca Strait, 
specifically the Bintan Islands conservation area. The data used in the form of qualitative data which collected 
through document studies, interviews, document analysis, focused discussions, and observations that have been 
made.. 
 
Keywords: Cross Border, Ship Waste, Malacca Strait, Bintan Island. 
 
Abstrak  
 
Selat Malaka, yang selalu menjadi rute perdagangan dunia yang paling strategis, telah menjadi wilayah yang 
paling sering dilalui oleh kapal-kapal internasional. Potensi pencemaran lingkungan di daerah Selat Malaka juga 
sangat besar, terutama pencemaran dari limbah kapal dalam bentuk limbah cair (ballast air dan bahan beracun 
berbahaya, atau limbah cair B3) dan sampah dari pembuangan selama pencucian kapal ilegal ini. Pulau Bintan, 
yang terletak dekat dengan Selat Malaka, adalah salah satu pulau yang terkena dampak dumping kapal asing 
yang menghindari sanksi di seluruh Indonesia seperti Malaysia dan Singapura yang mengharuskan setiap kapal 
yang masuk bersih dari limbah. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah Singapura mengenai pemeriksaan 
kekapalan masing-masing kapal menghasilkan tindakan mencuci kapal di Selat Malaka. Pembersihan dan 
pencucian tanki dan kapal di daerah yang tidak tepat dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang 
disebabkan oleh air limbah dalam bentuk balas air, minyak, dan limbah plastik yang sangat merusak lingkungan. 
Pembentukan zona khusus untuk kapal yang melakukan kegiatan pembersihan kapal serta lokasi jangkar 
berlabuh dapat mengurangi kerusakan lingkungan di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan lingkungan untuk melihat bagaimana masalah lingkungan yang disebabkan 
oleh kapal yang menyebabkan masalah lintas batas yang mengancam ekosistem di Selat Malaka, khususnya 
kawasan konservasi Kepulauan Bintan. Data yang digunakan dalam bentuk data kualitatif dikumpulkan melalui 
studi dokumen, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, dan pengamatan yang telah dilakukan 
 
Kata kunci : Lintas Batas, Limbah Kapal, Selat Malaka, Kepulauan Bintan 
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1. Pendahuluan  
 
1.1.Latar Belakang Penelitian  
 
Laut selalu menjadi fokus utama bagi kehidupan umat manusia dan dalam konteks 
hubungan internasional. Secara historis, kontribusi laut terhadap perkembangan manusia 
dapat dilihat dari sedikitnya empat atribut yang saling terkait dan saling bergantung. Laut 
menjadi penting karena sumber daya yang terkandung di dalamnya, kegunaannya sebagai alat 
transportasi dan perdagangan, menjadi alat pertukaran informasi serta posisinya sebagai 
sumber kekuatan dan kekuasaan (Till 2009). Peran ini menjadi semakin signifikan karena saat 
ini laut menjadi simbol globalisasi untuk barang yang akan didistribusikan, dijual, dan 
dikonsumsi di seluruh dunia. 
Terkhusus Indonesia dalam hal ini sebagai archipelago state memiliki kedudukan geo 
strategis. Memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 (dua) di dunia dengan panjang 99.093km 
dengan presentasi 2/3 wilayah Indonesia menyimpan potensi sumberdaya alam yang sebesar 
dan sangat penting artinya bagi pembangunan di Indonesia (KKP 2018). Tentu jika 
pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dilakukan secara optimal akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan menjamin kehidupan generasi mendatang. 
Posisi Selat Malaka juga merupakan kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia 
Tenggara. Kawasan sepanjang 550 mil laut ini merupakan salah satu jalur laut sempit namun 
banyak dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Selat Malaka merupakan 
salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau 
Terusan Panama. Selat Malaka menghubungkan subkontinen India dengan bagian timur dan 
tenggara Asia dan juga menjambatani Eropa (Sindo, 2018).  Meskipun tidak termasuk dalam 
kategori selat internasional, Selat Malaka diakui dunia sebagai selat yang digunakan dalam 
pelayaran internasional (straits used for international navigation) sebagaimana diatur dalam 
United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS) 1982. 
 
Gambar 1. Peta Selat Malaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Sumber: M.Saeri. Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka. (Saeri, 2013). 
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Kondisi Selat Malaka yang 80% wilayahnya dimiliki Indonesia, tidak bisa terlepas 
dari permasalahan terhadap, kapal-kapal angkutan yang melintasi Selat Malaka dan hendak 
memasuki wilayah Singapura sebagai pelabuhan transit untuk komiditas ekspor internasional. 
Melalui peraturan 'Maritime & Port Authority of Singapore Nomor 16 Thn 2008 Section 2 
Ayat D & E ' ditegaskan bahwa wajib adanya untuk membersihkan fisik kapal (vasel & tank 
cleaning) dan hanya boleh memasuki kawasan Singapura dalam kondisi bersih. Peraturan ini 
menyebabkan banyak kapal yang dalam perlayaranya menuju pelabuhan Singapura 
melakukan pencucian kapal dan tanker di laut. Mereka juga membuang air sisa pendinginan 
mesin dan juga air cucian kapal ke laut, istilah ini disebut dengan ballast water atau air balas 
(IMO 2019). Air balas yang di buang oleh kapal-kapal ini mengandung minyak serta oli kapal 
yang tergolong kedalam limbah. Kegiatan ini dilakukan agar terhindar dari sanksi pemerintah 
Singapura. 
Seharusnya, sesuai prosedur, segala muatan dan alur pembersihan kapal  itu dicatat 
dalam logbook yang dicek dan dikontrol di tiap titik turun atau transit kapal oleh petugas 
pelabuhan. Dalam hal ini, Indonesia yang paling dirugikan terhadap tumpahan minyak dan 
bahan kimia para kapal yang melintas. Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah 
buangan kapal semakin mengancam perairan Indonesia. Terlebih pada musim utara yang 
berlangsung dari Oktober hingga Februari ketika angin dan arus laut mengarah ke Kepulauan 
Riau. Para oknum kapal yang melakukan kegiatan dumping serta pencucian kapal illegal, 
mereka menganggap kekuatan laut Indonesia lemah atau mereka memiliki sistem perhitungan 
sendiri terkait pergerakan angin karena muson barat dan muson timur memiliki pengaruh 
besar dan juga sistem deteksi dini terhadap kegiatan pencemaran lingkungan tersebut. Pola 
pergerakan partikel minyak untuk menggerakan minyak di dasar permukaan laut digerakan 
oleh angin dan arus laut. Ketika angin mengarah ke Indonesia, banyak  insiden pencemaran 
ekosistem laut dan juga habitat hewan laut yang ada di sekitar kawasan Selat Malaka  
terancam (Gunadharma 2019). 
Tentunya kondisi fisik dan karakteristik kimia air laut yang sudah tercemar akan 
mempengaruhi ekosistem dan biota laut di seputaran wilayah Selat Malaka akibat dengan 
meningkatnya polusi laut baik yang bersumber dari daratan, dumping maupun mesin kapal itu 
sendiri. Misalnya Pulau Bintan, sebuah yang terdapat di sekitaran Selat Malaka, setidaknya 
dalam sedasawarsa terakhir, menjadi kuwalahan tidak berdaya mendapat kiriman limbah 
minyak yang diduga berasal dari kapal-kapal tanker berukuran raksasa di Selat Malaka. Dinas 
Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau melaporkan pada 2016 populasi 
dugong yang hidup di Kepulauan Riau jumlahnya semakin berkurang (BPSPL 2018). Satu di 
antara penyebabnya adalah pencemaran laut yang terjadi di Selat Malaka. Akibatnya dugong 
berenang ke luar habitat, tersasar dan terdampar di pantai. Menurut Coremap CTI-LIPI, biota 
laut lainnya yang wajib dilindungi karena terancam punah di perairan Kabupaten Bintan yaitu 
pesut, hiu paus, kuda laut, kima, lola, teripang dan ikan napoleon. Selain itu, pulau-pulau di 
Kabupaten Bintan juga menjadi lokasi sebaran habitat bagi 3 dari 7 spesies penyu yang ada di 
dunia, yaitu Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys  imbricata) dan Penyu 
Lekang (Lepidochelis olivacae) (LIPI 2014). 
Mengaitkannya dengan Sustainable Development Goals no 14 tentang „Life Below Water‟ 
dan upaya di dalamnya dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung dan 
kelestarian fungsi lingkungan laut, dan meningkatkan harkat hidup nelayan dan masyarakat 
pesisir. Dapat disimpulkan bahwa tumpahan limbah minyak bumi akan merusak ekosistem 
laut terutama di wilayah pesisir seperti ekosistem terumbu karang, lamun, dan hutan 
mangrove. Ekosistem tersebut merupakan tempat memijah dan tempat mencari makan bagi 
organisme laut. Kerusakan pada ekosistem tersebut akan mengakibatkan kematian organisme 
laut seperti koral, ikan karang, alga dan lamun serta akan memutus rantai makanan di laut. 
Selanjutnya akan menurunkan produkstivitas primer di perairan dan pada akhirnya akan 
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menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidupnya di perairan 
laut.  
 
1.2.Rumusan Masalah 
 
Dengan melihat bagaimana padatnya lalu lintas kapal yang melewati selat malaka 
akibat dari perkembangan ekonomi dunia terus berkembang menyebabkan kondisi dan 
kemungkinan pencemaran di kawasan selat malaka semakin meningkat akibat adanya 
kegiatan dumping dan pencucian kapal secara illegal yang sangat mengancam ekosistem laut 
Indonesia terutama di Selat Malaka. Dalam prespektif ekonomi politik internasional, dapat 
dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh seiring dengan tingkat degradasi 
lingkungan9. Melihat bagaimana zona labuh jangkar yang sementara digunakan 
membahayakan habitat hewan laut, maka penulis mengangkat penelitian berjudul “Zonasi 
Lokasi Labuh Jangkar dan Pencucian Kapal Dalam Upaya Pengurangan Transboundary 
Marine Pollution di Selat Malaka” 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis 
merumuskan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dalam penelitian ini: 
1)  Bagaimana kondisi transboundary marine pollution yang terjadi di Selat Malaka? 
2)  Bagaimana implikasi dari pengaturan ulang zona labuh jangkar dan pencucian 
kapal terhadap penanggulangan permasalahan lintas batas di Selat Malaka? 
 
1.3.Tujuan dan Maksud Penelitian 
 
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: 
1) Penelitian  ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pencemaran lingkungan 
yang terjadi di kawasan Selat Malaka terutama di perairan Pulau Bintan, 
2) Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari pengaturan 
ulang zona labuh jangkar dan pencucian kapal dapat mengurangi potensi pencemaran 
lingkungan laut. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1) Menambah khasanah pengetahuan bagi kalangan akademisi, intelektual dan masyarakat 
umum tentang kebijakan dan strategi penanganan pencemaran lingkungan laut serta dinamika 
yang terjadi di Selat Malaka sebagai jalur padat perdagangan internasional. 
2) Menambah wawasan bagi kalangan akademisi, intelektual dan masyarakat umum tentang 
kebijakan serta strategi Pemerintah Indoneasia dalam upaya meningkatkan keamanan 
lingkungan laut dan upaya penanggulangan  kerusakan ekosistem laut 
3) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi laporan sekaligus juga bahan  
pertimbangan dan pedoman pengambilan kebijakan Pemeritnah Indonesia dalam 
penanggulanagan pencemaran laut serta dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Selat 
Malaka. 
 
2. Metode Penelitian 
 
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang mana penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan atau hasil yang tidak bersifat 
numerical atau statistika maupun hasil hitungan lain. Metode penelitian kualitatif merupakan 
metode yang digunakan sebagai cara memperoleh jawaban dari penelitian yang berkaitan 
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dengan data berupa narasi yang berasal dari hasil wawancara, pengamatan, maupun hasil 
penggalian data dari dokumen. Metode penelitian kualitatif merupakan bentuk metode yang 
mana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses 
penelitian dengan berpartisipasi dengan pemberi informasi. Penulis menggunakan pendekatan 
metode kualitatif agar dapat menjelajahi seluruh sudut penelitian secara menyeluruh serta agar 
dapat menemukan variable-variabel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan 
melihat fenomena yang terjadi secara utuh dan komperhensif (Juliet dan Strauss 2009). 
Dengan menggunakan pendekatan lingkungan yang dapat melihat bagaimana pertumbuhan 
ekonomi beriringan dengan peningkatan degradasi lingkungan akibat semakin ramainya lalu 
lintas kapal yang melewati Selat Malaka, Penelitian ini dilakukan bukan hanya dengan 
mengumpulkan data, tetapi juga merupakan penelitian yang menganalisis dan mengkaji setiap 
data yang telah dikumpulkan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua kategori yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berupa hasil pengumpulan data 
secara langsung dari seseorang yang berkaitan ataupun dokumen. Data primer didalam 
penelitian ini berupa data yang didapatkan dari wawancara dengan Dr. Budhi Gunadharma 
dan M. Saefudin Peneliti Pusat Riset Kelautan Kementrian Kelautan dan Perikanan. 
 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1. Selat Malaka 
 
Selat Malaka merupakan pintu gerbang utama yang strategis di kawasan Asia Pasifik 
yang menghubungkan negara – negara Timur Tengah, Afrika maupun Eropa melalui 
Samudera Hindia dan Samudera Atlantik ke negara – negara Timur Jauh melalui Laut Cina 
Selatan dan Samudera Pasifik. Ana G. Lopez dalam bukunya International Straits: Concept 
Classification and Rules of Passage mengungkapkan selat internasional adalah (Saeri 2012, 
809-810): 
 “Sebuah wilayah perairan alami yang menjadi tempat perlintasan yang ukurannya 
tidak lebih luas dari dua kali lebar laut teritorial negara pantai masing – masing, 
selat internasional memisahkan dua dataran dan menghubungkan antara satu laut 
lepas sebuah negara pantai dengan laut lepas negara lain atau antara satu Zona 
Ekonomi Ekslusif (ZEE) dengan ZEE lain dengan laut teritorial negara lain jika 
memungkinkan, selat internasional menghubungkan perairan pedalaman dari sebuah 
perairan kepulauan yang digunakan untuk pelayaran internasional.” 
Selain dianggap sebagai selat internasional, Selat Malaka juga dianggap sebagai 
jantung perdagangan global.  Hal ini dibuktikan dengan 60.000 sampai 94.000 kapal melalui 
Selat Malaka tiap tahunnya. Kapal – kapal tersebut di antaranya membawa 25% barang 
dagang dunia, 2/3 dari Liquefied Natural Gas (LNG) dunia, 14% kebutuhan sehari – hari 
dunia serta 11 juta barel minyak per hari (Detik 2018). Perhitungan musim juga 
mempengaruhi pola pelayaran transportasi laut di Selat Malaka. Melalui tekanan udara 
khatulistiwa bergerak menurut kedudukan matahari, melintasi Khatulistiwa dua kali dalam 
satu tahun.  Sehingga  pada musim kemarau di bagian dunia Utara dunia mengakibatkan suatu 
daerah tekanan rendah terjadi di atas daratan Benua Asia sebagai lanjutan dari tekanan udara 
Khatulistiwa. Sedangkan, pada musim dingin sebagai suatu daerah satu tekanan tinggi terjadi 
di atas Benua Asia yang merupakan bagian dari sistem tekanan tinggi sup-tropis. Angin 
musim terjadi karena ada perbedaan antara iklim tinggi musin dingin di Bumi Utara dan 
tekanan rendah yang terjadi di belahan dunia lain. Akibat distribusi tekanan ini stasioner atau 
tetap maka angin-angin yang bekerja lebih cepat, berubah di atas lautan. 
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Musim Utara di Asia Tenggara berlangsung mulai Desember hingga Februari, 
sedangkan nusim Selatan dari bulan Juni hingga Agustus. Sisa dari tahun ini nerupakan masa 
antara musim Utara ke musim Selatan, dan dari musim Selatan ke musin Utara (September-
November). Variasi-variasi dalam sirkulasi udara tentu mempengaruhi variasi siklus air di 
lautan yang penting untuk diperhatikan ketika membahas masalah pencemaran laut yang 
bersifat lintas batas. Betapa tidak, gerakan lapisan minyak sangat dipengaruhi oleh angin. 
Ketergantungan dapat diambil perkiraan angka-nya bahwa gerakan genangan minyak tersebut 
kira-kira 3 dan 4 persen dari kecepatan angin. Pada saat yang sama, arus pasang surut jga 
menggerakan permukaan air dan dengan demikian menggerakan minyak (Berger dan 
Anderson, 1978, 6).  Sehingga melalui perhitungan musim inilah dan kaitannya dengan yang 
membuat lalu lintas perdagangan via transportasi laut yang melintasi Selat Malaka. 
Namun, di balik nilai strategis dari segi ekonomi, Selat Malaka juga memiliki 
permasalahan lingkungan laut lintas batas antar negara pantai di Asia Tenggara yaitu 
Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta merugikan negara pengguna selat. Potensi 
pencemaran Selat Melaka berujung kepada rusaknya ekosistem yang sangat tinggi. 
Pencemaran tersebut bisa terjadi karena adanya tumpahan minyak, baik yang berasal dari 
kecelakaan kapal (tabrakan maupun buangan air balas dari kapal-kapal tersebut) seperti kasus 
Showa Maru pada tahun 1975. Diperkirakan 7.300 ton (844.000) gallon minyak bumi 
ditumpahkan ke laut di Selat Malaka dan Singapura yang menimbulkan pencemaran besar 
pada perairan Singapura dan Malaysia serta Indonesia (Thambipilai dan Saravamuttu 1985, 
8). 
 
3.2. The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
(MARPOL) 
 
Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal atau yang dikenal 
sebagai MARPOL merupakan acuan utama dalam penanganan pencemaran lingkungan yang 
disebabkan oleh kegiatan operasional kapal maupun kecelakaan kapal yang terjadi di dunia 
internasional. Konvensi MARPOL mulai diadopsi organisasi maritim internasional pada 1973 
dan sudah menjadi acuan utama dalam penaganan persoalan pencemaran laut akibat dari 
operasional kapal dan kecelakaan di laut. Konvensi MARPOL memiliki beberapa cakupan 
yang bertujuan untuk mencegah dan mengurani potensi pencemaran laut akibat kegiatan 
operasional kapal maupun kecelakaan di laut dan sampai saat ini konvensi ini sudah memiliki 
enam cakupan teknis terkait permasalahan tersebut yang juga mencakup kontrol ketat dalam 
beberapa area teknis terkait (IMO 2019). 
Dalam permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas yang sering terjadi di 
kawasan Selat Malaka terutama yang terjadi disekitar kawasan Kepulauan riau dan habitat 
dugong disekitar Pulau Bintan, cakupan konvensi MARPOL annex pertama, kedua, dan 
kelima dapat menjadi acuan utama dalam penegakan hukum serta pembuatan kebijakan dalam 
penanggulangan pencemaran lingkungan yang terjadi karena sebagian besar pencemaran 
lingkungan yang ada di kawasan tersebut berasal dari kegiatan operasional kapal yang 
berlayar melintasi Selat Malaka. 
Dalam annex pertama konvensi MARPOL yang mencakup tentang pencegahan 
pencemaran dari minyak yang mana didalam annex pertama ini dijabarkan bagaimana 
pencegahan pencemaran tersebut dapat dilakukan meliputi langkah-langkah operasional 
kapal, pencegahan pembuangan minyak, penggunaan lambung ganda, dan juga kegiatan 
pencucian kapal dan tangki secara mendasar untuk mencegah pencemaran di laut (IMO 2019). 
 Dibagian annex kedua konvensi MARPOL dijalaskan cakupan pencegahan dan 
pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar. 
Dalam annex kedua ini juga mengatur kategori zat cair berbahaya tersebut kedalam empat 
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kategori cairan berbahaya yang jika dibuang lewat proses pencucian kapal, tangki, maupun 
proses deballasting atau pembuangan air balas dapat membahayakan sumberdaya laut dan 
kesehatan manusia. Dalam annex ini juga jelaskan cairan berbahaya apa saja yang dilarang, 
dikontrol, dan dibebaskan untuk penggunaan pembersian kapal dan deballasting serta volume 
cairan yang dapat digunakan dalam proses tersebut (IMO 2019). 
Annex kelima dalam konvensi MARPOL mencakup upaya pencegahan dan 
mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke laut dari kapal baik secara langsung maupun 
pembuangan sampah dalam proses operasional kapal,  pencucian kapal, maupun tangki kapal. 
Dalam annex ini lebih berkaitan dengan pembuangan sampah seperti limbah makanan, limbah 
sisa dari kargo, zat pembersih kapal dan juga bangkai hewan. Cakupan sampah juga termasuk 
semua jenis makanan, limbah domestic dan operasional, semua plastik, residu muatan,  abu 
incinerator, minyak goreng, alat tangkap seperti jaring maupun kail, yang dihasilkan selama 
kapal melakukan kegiatan operasional baik dalam pelayaran maupun kegiatan pembersihan 
kapal (IMO 2019). 
MARPOL annex pertama, kedua, dan kelima menjabarkan bagaiamana setiap kegiatan 
operasional yang dilakukan kapal terutama dalam proses pembersihan kapal harus dilakukan 
secara baik dan limbah yang dihasilkan dari operasional kapal tidak dibenarkan untuk dibuang 
secara sembarangan. Baik cairan maupun sampah yang dihasilkan dari operasional kapal 
dapat mengancam sumberdaya laut yang ada serta membahayakan bagi kesehatan manusia 
 
 
3.3. Pencemaran Laut di Selat Malaka Akibat Pencurian Kapal Illegal serta 
Dampaknya Terhadap Ekosistem dan Habitat Laut 
 
Ratusan ribu kapal yang berlayar di Selat Malaka, selain kerap kali terjadi kecelakaan 
tabrakan kapal sehingga minyak tumpah ke perairan, juga diduga terdapat unsur kesengajaan 
dari pemilik kapal yang melakukan kegiatan dumping dengan membuang limbah hasil 
kegiatan operasional kapal ke laut. Kegiatan Pembuangan limbah yang dilakukan oknum 
kapal dapat dilakukan dengan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah 
dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan 
tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut (London Dumping Convention 1972). Limbah 
maupun material lain yang dibuang dan berpotensi menjadi sampah laut dikategorisasikan 
termasuk potensi kontaminasinya kedalam kategori yang menjadi acuan penting dalam 
menentukan apakah suatu material dapat di buang kelaut atau tidak. Kategori limbah buangan 
kapal termasuk asal, jumlah total, bentuk, komposisi, sifat (fisik, kimia, biokimia, biologis), 
toksisitas (kesesuaian, aditif, sinergis, antagonis, dan efek lain dari limbah), presistensi limbah 
(fisik, kimia, biologis), akumulasi, serta biotransformasi terhadap material biologi dan 
sendimen. Melalui kategorisasi tersebut dapat diambil sebuah acuan untuk limbah buangan 
kapal yang dapat di buang kelaut atau tidak sehingga tidak mengancam dan merusak 
ekosistem lingkungan laut yang ada (IMO 2019). 
Sebuah penelitian yang dilakukan Razak pada tahun 1989 melaporkan bahwa 
konsentrasi logam berat di Selat Malaka mengalami kenaikan Mercury (Hg) mencapai 
0.013 ppm, lead (Pb) dari 0.035 menjadi 0.060 ppm, cadmium (Cd) dari 0,009 menjadi 0,014 
ppm, Copper (Cu) dari 0,071 menjadi 0,107 ppm. (Purwaka 1998, 54) Selama bertahun-
tahun, beberapa insiden terjadi di Selat malaka yang menyebabkan, tumpahan minyak dan 
kapal-kapal yang melepaskan minyak dan zat-zat berbahaya ke dalam air kemudian ditahun 
2000 dilakukan penelitian. 
Perlindungan lingkungan laut dalam kerangka hukum internasional sebenarnya 
merupakan akumulasi dari The Principle of National Sovereignity and The Freedom of High 
Se. International Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa “a right on the part of a 
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astate threatened with the environmental injury from sources beyond its territorial 
jurisdiction, at least where those sources are located on the high seas, to take reasonable 
action to prevent or abate that injury.”(IMO 1988, 2) Hasil verifikasi lapangan Badan 
Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dalam laporan Ditjen PSLB3 KEMENKLHK 
tahun 2017 menduga limbah minyak maupun berbagai jenis sampah yang berasal dari 
pembersihan tanki kapal maupun kegiatan operasional lainya dibuang di perairan 
internasional Selat Malaka (DPR RI 2018). 
Terlebih melalui peraturan pemerintah Singapura dalam 'Maritime & Port Authority 
Of Singapore Nomor 16 Thn 2008 pasal 2 Ayat D & E ' mengharuskan membersihkan fisik 
kapal (vasel & tank cleaning) dan hanya boleh memasuki kawasan Singapura dalam kondisi 
bersih. Peraturan ini menyebabkan banyak kapal yang dalam perlayaranya menuju pelabuhan 
Singapura melakukan pencucian kapal dan tanker di laut demi menghindari pengenaan sanksi 
dari otoritas pelabuhan Singapura (MPA 2018). 
Kapal-kapal yang melakukan kegiatan operasional mereka di kawasan Selat malaka 
juga melakukan pembuangan air sisa pendinginan mesin dan juga air cucian kapal ke laut, 
istilah ini disebut dengan ballast water (air balas). Air balas yang di buang oleh kapal-kapal 
ini mengandung minyak serta oli kapal yang tergolong ke dalam limbah kimia yang sangat 
berbahaya dan mengancam ekosistem laut di kawasan Selat Malaka. 
Sebagai upaya penghilangan genangan minyak di atas laut dan mempermudah proses 
pencucian kapal dan tanki, oknum illegal biasanya melarutkan dispersan yang merupakan zat 
kimia untuk membantu menguraikan gumpalan besar minyak menjadi lebih kecil dan 
menyebar, membuatnya mudah dicerna oleh mikroba laut. Tentu hal tersebut ialah zat kimia 
yang  tetap  berbahaya karena menyebarkan minyak jauh lebih luas. Tujuannya mencegah 
tumpahan minyak mencapai pantai dan melumuri binatang dengan minyak bau dan lengket. 
Satwa yang menghuni permukaan laut memang memperoleh  manfaat dari berkurangnya 
lapisan minyak, namun binatang yang menghuni laut dalam dan dasar laut akan mengalami 
polusi yang lebih parah. 
 
3.4. Pulau Bintan 
 
Salah satu pulau dikawasan Selat malaka yang terkena dampak dari pencemaran 
lingkungan adalah Pulau Bintan. Setidaknya dalam sedasawarsa terakhir Pulau Bintan 
menjadi kuwalahan tidak berdaya karena mendapat kiriman limbah minyak yang diduga 
berasal dari kapal-kapal tanker berukuran raksasa di Selat Malaka. Secara keseluruhan, 
luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 km, dengan luas daratan hanya 2,21 
persen atau 1.946,13 km, sedangkan wilayah laut mencapai 97,79 persen atau 86.092,41 
km yang merupakan 240 pulau (BPS 2018). Topografi daratan yang cukup landai, banyak 
muara sungai dan teluk, membuat kawasan pesisir Kabupaten Bintan memiliki ekosistem 
pantai pesisir yang lengkap. Ekosistem mangrove di Kabupaten Bintan terbilang cukup 
unik. Dibandingkan dengan terumbu karang dan lamun, ekosistem mangrove tersebar 
hampir di seluruh area kawasan pesisir (CRITC-P2O LIPI, 2014). 
Pemerintah Kabupaten Bintan menyadari luas wilayah perairan yang lebih dari 97 
persen mesti mendapat perhatian khusus. Tahun 2009, melalui Surat Keputusan Bupati 
Bintan No. 58/II/2009 ditetapkanlah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) 
Bintan yang memiliki luas 472.905 hektar. Publikasi data Kementerian Kelautan dan 
Perikanan menyebutkan hingga 2017, luas Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia 
telah mencapai 19,14 juta hektar yang tersebar di 172 kawasan. Kepulauan Riau secara 
keseluruhan menyumbang sekitar 1,95 juta hektar, atau hampir 10 persen dari total luasan 
kawasan konservasi perairan di Indonesia. 
Laut Bintan yang kaya sumberdaya alam, antara lain mempunyai padang lamun 
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dengan keanekaragaman jenis yang tergolong tinggi, yaitu 10 dari 15 spesies lamun yang 
ditemukan di Indonesia (Marwanto, 2017 dalam Hutomo dan Nontji, 2014) dan (P2O-
LIPI, 2017). Padang lamun di Pulau Bintan memiliki peran penting bagi beberapa biota 
terancam punah seperti dugong (Dugong dugon) yang memanfaatkan lamun sebagai 
makanan utama. Namun. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau 
melaporkan pada 2016 populasi dugong yang hidup di Kepulauan Riau jumlahnya 
semakin berkurang. Satu di antara penyebabnya adalah pencemaran laut yang terjadi di 
semenanjung Malaka (KKP 2019). 
 
     Gambar 2: Potensi Permasalahan Pengembangan Kawasan Pulau Nipa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Sumber: Draf kerja POKJA Perbatasan 
 
 
3.5. Rekomendasi Zona Jangkar Baru di Pulau Nipa 
 
Pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan Selat Malaka akibat tingginya lalu 
lintas kapal serta kegiatan dumping dan pencucian kapal secara illegal. Kondisi pencemaran 
yang semakin memburuk membutuhkan sebuah solusi yang efektif dan strategis. Dengan 
adanya sebuah zona jangkar untuk kapal- kapal yang ingin berlabuh dan mencuci kapal 
mereka secara teratur dan dapat diawasi bagaimana penanganan limbah hasil kegiatan 
operasional kapal tersebut. Potensi pencemaran akibat dari operasional kapal di kawasan 
Selat Malaka dapat dicegah sehingga permasalahan pencemaran lingkungan akan berkurang. 
Pulau Nipa terletak di Selat Singapura dengan luas + 3600km
2
 Telah memiliki titik 
dasar TD 190 dan titik referensi TR 190 dan telah memiliki sarana bantuan navigasi berupa 
mercusuar setinggi 13m. Posisi Pulau Nipa sangat strategis dan berpotensi secara ekonomis 
karena terletak pada jalur lalulintas kapal laut yang sangat padat memerlukan pengawasan 
dan juga pemanfaatan yang baik. Pulau Nipa dapat dijadikan sebagai tempat transit kapal 
atau zona labuh jangkar sementara bagi kapal – kapal yang melintasi Selat Malaka (KKP 
2019). Pulau Nipa yang terancam akibat adanya abrasi dan juga ancaman akibat dari 
lokasinya yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura memerlukan 
pengawasan dan pemanfaatan yang baik agar pulau ini tidak tersia- siakan. Reklamasi serta 
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pengembangan wilayah Pulau Nipa yang telah dilakukan dapat membuka potensi 
pemanfaatan lebih lanjut yang dapat memberikan manfaat ekonomis dan lingkungan. 
Pemanfaatan Pulau Nipa sebagai lokasi transit kapal dapat mengatasi permasalahan 
lingkungan laut akibat tidak adanya lokasi khusus dimana kapal- kapal tersebut dapat 
melakukan kegiatan pencucian kapal dan tanki. Zona labuh jangkar yang di bangun di Pulau 
Nipa memerlukan fasilitas khusus agar dapat mencegah potensi pencemaran, dan kontrol 
terhadap kegiatan operasional kapal seperti pencucian kapal yang dapat menghasilkan 
pendapatan daerah. Dengan dibuatnya zona labuh jangkar dimana kapal dapat melakukan 
transit sekaligus pencucian kapal dan tanki sebelum melanjutkan pelayaran maupun 
memasuki wilayah Singapura, pencucian kapal secara illegal dikawasan Selat Malaka dapat 
dikurangi. Selain manfaat terhadap lingkungan, manfaat ekonomis dan strategis juga akan 
didapatkan dengan adanya pemanfaatan kawasn Pulau Nipa. 
. 
 
4. Kesimpulan 
 
 Pertumbuhan ekonomi dunia yang terus meningkat mengakibatkan semakin padatnya 
lalu lintas kapal yang mengangkut berbagai komoditas melewati Selat Malaka. Kapal-kapal 
yang melewati selat malaka terkadang melakukan kegiatan dumping maupun kegiatan 
pencucian kapal secara illegal yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya. Kegiatan 
operasional kapal yang dilakukan secara legal maupun illegal dikawasan ini menghasilkan 
limbah buangan yang memiliki potensi pencemaran dan sangat berbahaya bagi lingkungan 
laut maupun kehidupan manusia. Dalam aturan internasional seperti yang tertera dalam 
MARPOL annex 1,2, dan 5 sebagaimana limbah-limbah yang dihasilkan oleh kapal 
dikategorikan dan diatur bagaimana pengolahan limbah hasil kegiatan operasional kapal 
seharusnya dilakukan. Kegiatan operasional kapal di kawasan Selat malaka seharusnya taat 
terhadap setiap peraturan yang ada agar potensi pencemaran lingkungan laut dapat di cegah. 
Namun dengan adanya dorongan ekonomis dan penghindaran sangsi bagi kapal yang ingin 
memasuki wilayah Singapura sebagaimana aturan yang berlaku di wilayah perairan 
Singapura, kapal-kapal memilih untuk melakukan kegiatan dumping tersebut sebelum mereka 
melakukan transit di Singapura yang akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan 
dikawasan Selat Malaka seperti yang terjadi di Pulau Bintan. Kurangnya pengawasan dan 
fasilitas untuk kapal-kapal dapat melakukan transit sementara untuk mencuci maupun 
membuang limbah hasil kegiatan operasional mereka secara baik dan dapat di kontrol, 
memerlukan sebuah kebijakan pembentukan zona labuh jangkar dimana kapal-kapal tersebut 
dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan fasilitas dan pengawasan yang baik 
sehingga pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Pulau Nipa merupakan salah satu lokasi 
yang strategis untuk pembangunan zona labuh jangkar dan transit kapal di kawasan Selat 
Malaka.  
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